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BUPATI BENGKALIS

: PERATURAN BUPATI BENGKALIS
VN}OMOR ® TAHUN2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HlBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 77 Peraturan
‘Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
. Daerah, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan ; .

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam: g

huruf a, perlu - menetapkan Peraturan Bupat| tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Hiburan. -

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah .
Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera -

Tengah (Lembaran Negara Republlk lndoneS|an Tahun 1956 Nomor 25),

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana -
(Lembaran- Negara Republlk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, -

- Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 3259)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

' Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 -

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor

- 4953);

. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas .
" Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor
3987) ; o , : : _

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak

. (Lembaran - Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran -
‘ Negara Nomor4189) ' : ,

Undang- Undang Nomor 32 Tahun- 2004 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

~ Tambahan * Lembaran Negara 'Republik - Indonesia Nomor 4437) -

sebagaimana  telah. diubah beberapa kali terakhir dengan dengan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun . 2008 ‘Nomor’ 59

‘ Tambahan Negara Republlk Indonesua Nomor 4844)




0.
S Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia tahun 2005

12

| Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan :
- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

’Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran J
Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4438) i G

‘ iUndang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retrnbusy’,'
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
\Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor 5049) '

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan o
Perundang undangan (Lembaran- Negara Repubhk Indonesia’ Tahun
2011 Nomor. 82 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesua T

Nomor 5234)

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor_

4578);.

_Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman;,

- Pembinaan dan Pengawasan Pennyelenggaraan Pemerintahan Daerah =
(Lembaran . Negara Republik ‘Indonesia tahun 2005 Nomor 165, —

“Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4593) R

"Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan gi:f‘

Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah Pemerintahan - Daerah

il Provinsi, dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara =~ -
~J;_;Repub||k IndoneS|a Tahun 2007 - Nomor. ‘82‘ ~Tambahan- Lembaran_ g

o Negara Republlk Indonesna Nomor 4737);

13,

Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara =

: 'Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
 Retribusi Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
“Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor:“

~5161);

14,

2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkahs, 3

Peraturan Pemenntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenls Pajak,~

- Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau -

- dibayar Sendiri oleh Waijib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 ‘Nomor 153,  Tambahan Lembaran Negara Republlk L
g Indonesna Nomor 5179) g L O R

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07. Tahun 2008 tentang,j

£ (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07) ;

16

- 17.

,V‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 08 Tahun 2009 tentang , :
- Pokok-Pokok - Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah* .~

Kabupaten Bengkalls “Tahun 2009 Nomor 03)

‘ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 11 Tahun 2011 tentang -
- . Pajak - Daerah ‘Kabupaten Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupatengi

S ,Bengkalls Tahun 2011 Nomor11)




Menetapkan

MEMUTUSKAN

. PERATURAN = BUPATI BENGKALIS - TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

T BABI -
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang d| maksud dengan

1.
2

FRY
4
-~ perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan ,
~yang berlaku.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalls

Pemerintah Daerah ‘adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagalv :
_unsur penyelenggara ‘Pemerintahan Daerah

Bupatl adalah Bupatl Bengkalls
Pejabat adalah pegawal yang diberikan tugas tertentu dl bldang

._Dewan Pen/vakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya “disingkat
- DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebaga| unsur
penyelenggaraan pemenntahan daerah. -

Peraturan Daerah adalah peraturan . perundang undangan yang
- dibentuk oleh  DPRD Kabupaten Bengkalls dengan persetUJuan' ‘
. bersama kepala daerah ‘

5 Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bengkahs atau badan ‘
- yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagan pemegang
‘kas Kabupaten Bengkalls ~ : ;

' Pajak Daerah yang selanjutnya dlsebut pajak adalah kontnbusn l .

waijib kepada daerah yang terutang oleh ‘orang pribadi atau badan

S yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
 mendapatkan |mbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar—besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 'yang merupakan :
kesatuan, baik “yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

“komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN),

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk -

apapun, - firma, konQS| koperasi, dana pensiun, persekutuan, -
. perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk, _

- Kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
“10. Pajak hlburan adalah pajak atas penyelenggaraan hlburan

11.Hiburan adalah semua Jenls tontonan pertunjukan permalnan :
e ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun

yang ditonton atau dlnlkmatl oleh setlap orang dengan dlpungut"
- bayaran. . -

12. Subjek pajak adalah orang prlbadl atau badan yang dapat dlkenakan' _

‘pajak.

13. Wajlb Pajak adalah orang prlbadl atau. badan mellputl pembayar

. pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak .

~dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan perpajakan daerah




| 14 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau

~jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama ;
~ 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang

‘ 15 Tahun Pajak adalah Jangka ‘waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang
- tidak sama dengan tahun kalender ' o : i

- 16.Sistem - Pemungutan Pajak Daerah adalah S|stem yang - akan
dikenakan kepada waijib pajak dalam memungut, memperhitungkan:
dan’ melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.

' 17 Sistem self assessment adalah suatu sistem dlmana wajib pajakrj o

dlben kepercayaan untuk menghltung sendiri pajak yang terhutang. -

| ~18 Pajak yang terhutang adalah ‘pajak yang harus dlbayar pada suatu »

~ saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian
tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-v !
- undangan perpajakan daerah S : .

o 19 Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkati
- SPTPD, adalah surat yang oleh wajib - pajak - digunakan “untuk
- melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan S

perundang undangan perpajakan daerah.

'20.Surat Setoran . Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SSPD" i
‘adalah ' bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
~dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan .
dengan cara lain ke kas daerah melalun tempat pembayaran yang'
dltunjuk oleh bupatl e

21 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
_disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan -
besarnya jumlah - pokok pajak, - jumlah kredit' pajak, ~jumlah
- kekurangan pembayaran pokok pajak, besarmya sanksi adm:mstratlf '
~dan Jumlah pajak yang telah dltetapkan EE :

k _ 22 Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan selanjutnya |

dlsmgkat “SKPDKBT, .adalah surat ketetapan ‘pajak yang e

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah dltetapkan

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang ‘selanjutnya disingkat
- 'SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah -
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak' :
~tidak terutang dan tldak ada kredit pajak. : : o

. 24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya :
' disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan -

- jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih -
“besar daripada- pajak yang terhutang atau seharusnya t|dak' :
~terutang. :

“25 Surat Taglhan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat STPD :
“adalah surat untuk melakukan tagihan ~pajak dan/atau sanksna'
admlnlstratlf berupa bunga dan/atau denda g : :




o  ;26 Surat keputusan pembetulan adalah ‘surat - keputusan yang

v membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

‘dalam ‘penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- .

i undangan perpajakan - daerah yang terdapat dalam surat

pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat

- ketetapan pajak daerah kurang bayar surat ketetapan pajak daerah

- kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat - o

ketetapan pajak’ daerah ‘lebih ‘bayar, surat tagihan pajak daerah
surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan )

| 27 Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan |
- terhadap surat pembentahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak ‘
daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan

. pajak’ daerah kurang bayar tambahan, surat’ ketetapan pajak daerah -
nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh plhak ketlga yang diajukan oleh =
wajib pajak : . _ :

. | :28 Putusan bandlng adalah putusan badan perad|lan pajak - atas

_banding terhadap surat keputusan keberatan yang dlajukan oleh,
wajib pajak. : , SR ,

= . 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dllakukan secara

" teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, - kewajiban, modal, penghasnan dan biaya, serta

- jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang“f-? -

~ ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa necara dan
Iaporan laba’ rugl untuk penode tahun pajak tersebut. .

~30 Pemungutan ‘adalah suatu rangkalan keglatan mulai - dari
. penghimpunan data objek ‘dan subjek pajak atau retribusi, -
- penentuan besarnya pajak atau terutang sampai kegiatan penaglhan :
‘pajak atau retrlbu31 kepada Wajlb pajak serta pengawasan*
penyetorannya

 31 Pemeriksaan - adalah se‘rangkalan keg|atan untuk _mencari

S mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajlban perpajakan
daerah berdasarkan peraturan daerah |n|

BAB II
OBJEK SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

_1_“.;"’(1)Dengan nama PaJak Hlburan dlpungut pajak atas setlap

penyelenggara hlburan dengan dlpungut pembayaran ;

: (2) Objek Pajak Hlburan ada|ah Jasa Penyelenggara Hlburan dengan
- dipungut bayaran

o (3) Hlburan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) adalah

-a. ‘Tontonan f Im

‘:'?_Kontes kecantlk_an bmaraga ‘and sejemsnya
Pameran;

'::"DISkOtIk karaoke klab malam dan sejenlsnya
,Slrkus akrobat dan sulap,

-"'.m' .afi.o o




g Permaineh:bilya'rd,y golf dan boling ; |
~ h. Pacuan kuda, 'kendajraan bermotor, permainan ketangkasan;

St 1Pant| puat refleksi, mandl uap/spa dan pusat kebugaran (fitness
, center) dan ; .

A Pertandlngan olahraga 5 . S o
: (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak ~Hiburan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), adalah penyelenggaraan hiburan kesenian B

' rakyat/ trad|S|ona| IndoneSIa mu31k dan tan tradlsmnal Indone3|a
| | Pasa|3 4

o (1)Subjek Pajak Hlburan adalah orang prlbadl atau Badan yang
" menikmati hiburan. = ,

- (2)Wa1|b Pajak Hlburan adalah orang pnbadl atau Badan yang"
menyelenggarakan hlburan S S

RAE ST BAB Ill i
DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA PERHlTUNGAN

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Hlburan adalah jumlah uang yang dlenma atau ;
yang seharusnya dltenma oleh penyelenggara hlburan ‘ o '
| Pasal 5 ‘ |

Besarnya tanf pajak untuk setlap jems h|buran adalah

a. Tontonan ﬁlm

1. Harga Tiket Masuk dengan harga dlatas Rp. 50.000,- (Ilma puluh.
rlbu rupiah) dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen)

2 Harga Tiket Masuk mulai harga Rp. 10. 000.- (sepuluh ribu ruplah) :

sampai- dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu ruplah) dlkenakan, S

pajak sebesar 15% (Ilma belas persen); dan

: 3 Harga Tiket ‘Masuk di bawah Rp. 10.000,- (sepuluh nbu ruplah) :
. dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen), =

o ": 8 b. ‘Untuk pagelaran kesenian, mu3|k tari, dan/ atau busana dltetapkan ‘

sebesar 10% (sepuluh persen);

~C. Untuk kontes: kecantikan, blnaraga dan sejenlsnya dltetapkan :
v‘sebesar15% (I|ma belas persen), i i

E d. Untuk Pameran dltetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

e. Untuk dlskotlk karaoke, klab malam, dan sejenlsnya dltetapkan

- sebesar 35% (tiga puluh lima persen) ‘ |
-f. Untuk Sirkus; Akrobat dan Sulap dltetapkan sebesar 10% (sepuluh

~ persen); ' ;

g Untuk permaman bllyar golf dan bollng d|tetapkan sebesar 15% ’

- (lima belas persen) B : : .

h. Untuk - pacuan kuda kendaraan bermotor dan permalnan' 'f

‘ ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); . »

i, Untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, pusat kebugaran (fitness
centre) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);-dan :

e j Untuk pertandlngan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen)



 Pasale

] Bres'.'arannPdkbk'“Pajak Hlburan yang ‘teru’tang dl'hltung dengan Cara :

: ‘mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dengan dasar i

t L pengenaan pajak sebagalmana dl maksud dalam pasal (4)

Pasal 7

A (1) Untuk penyelengaraan Hlburan yang menggunakan tanda masuk o

gpenetapan Pajak Terutang di hitung dengan mengahkan Tanf* -}' .
 Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan harga jual EE

o yang tertera dalam tanda masuk

L (2) ‘A dapun contoh perhltungan pajak adalah sbb

e Usaha Bloskop

" ‘a. Tanda Masuk perorang S Ji' Rp 5,0'.000,"-‘\ ‘
“b. Pajak Hlburan 20% . ~Rp.__ 10.000-

= ;“Jumlah yang dlbayar penonton ~ 'Rp. 60000

Usaha Pertunjukkan H|buran Kesenlan

S a. Tanda Masukperorang _ o Rp.;-;, -1'0.000,'-
‘b.. Pajak Hlburan sesualtanf(5%) - Rp. - 500,-

’Jumlah yang dlbayar penonton S , Rp 10 500,-

l (3) Untuk penyelenggaraan h|buran yang tldak menggunakan tanda

imasuk penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarlf
.. pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ‘dengan Jumlah bayar
O oleh konsumen atau pendapatan kotor dan usaha :

- Usaha Dlskotlk Karaoke Klab Malam dan sejenlsnya

e a fMlnuman S 7; R Rp.:u, 300 000 00 : :
i s ;':b.fSnack/ makanan nngan  Rp. 100-000’00

;_.‘,c.-'Sewa ruangan Zjam . -'Rpr'p\ :.,5‘0.000,00-_,5, g

4. S .Sub jumlah sebelum dlSkon - Rp | 45000000

s Jumlah sete'ah D's"°" ~_Rp.  427.500,00 R |
g Pajak hlburan sesual tanf (35%) “Rp. 64.1‘25,00 - . o

0 :}"‘Jumlah yang dlbayar konsumen "Rp. 49162500 -
;Usaha Permalnan Golf e
y;'Pada saat mendaftar sebagal anggota SR i
a. Membership i Rp -10.000.000,00 -

b Pajak Hlburan sesual tanf(15%) Rp : 1.500.000?00 e

ey : "’_:Jumlah yang dlbayar pemaln/golfer Rp. . ;;11.500_.000.00




~ Pada saat berméinﬂ até'gj“latihan :

a. Greenfee "Rp.  300.000,00

b. Buggyfee . Rp.___100.00000
~ Sub jumlah . Rp.  400.000,00
Pajak hlburan sesual tanf (15%) 'Rp.‘ - 60.000,00 -
' "Jumlah 'yang dlbayar pemam/golfer iRpi. © . 460.000,00 =

.Untuk permalnan bowhng (pendapatan kotor)

iMlsaInya perhltungan pajak untuk tanggal 1 Januarl 2012

'a., Penerimaan dari sewa jalur Rp. = 1.000. 000, 00
- b. ~Penerimaan sewa sepatu - RP.  300.000,00
 Sib. Jumlah ~ Rp. 11.300.000,00
R Pajak Hlburan sesual tanf(15%) Rp. . 195.000,00
BAB IV

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Baglan Kesatu L
Untuk penyelenggaraan Hiburan Rutm lj;_ e

Pasal 8 -

(1)Berdasaran rekapltula3| penenmaan bulanan yang disusun darl ]
rekapitulasi bill atau bukti penerimaan harian, ditetapkan jumlah
pajak yang dipungut untuk masa atau bUIan yang bersangkutan ;

‘ '(2) Jumiah Pajak yang telah dipungut - selama 1 - (satu) bulan

-disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang di tunjuk, paling lambat
tanggal 15 (tiga puluh) bulan berlkutnya dengan mempergunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ;-

‘ (3) Keterlambatan penyetoran Pajak akan dlkenakan denda tambahan

- sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal
- keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda
_ keterlambatan akan mempergunakan Surat Taglhan Pajak Daerah ‘
(STPD) | _ S L

Baglan Kedua

o 'Untuk penyelenggaraan Hlburan Insudentll

Pasal 9 S

(1) Berdasaran jumlah karcis atau tanda masuk yang terjual, dlhltung
_jumiah pajak yang telah dipungut dari penonton ’

(2) Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang dllengkapl dengan Surat »
- Perintah Tugas melaksanakan Pengawasan pelaksanaan hlburan '
Ins1dent|| termasuk pemungutan pajak ; ~ o

(3) Pada akhlr pertunjukan penyelenggara bersama-sama dengan

-petugas Dinas Pendapatan Daerah menghitung pajak yang
- dipungut dan membuat: Berita Acara penyelenggaraan hlburan
‘ yang di tanda tangam oleh kedua belah plhak

 2 (4) Bentuk Berlta Acara dan prosedur pengelolaannya akan dltetapkan

kemudlan oleh Dlnas Pendapatan Daerah




' BAB V :
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10 -

(1) Setlap Wajlb Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada
‘Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam

. jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tlga puluh) han sebelum;ﬂ‘ P

dlmulalnya keglatan usahanya

(2) Apablla wajib  pajak tldak melaporkan sendm usahanya
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan g
‘ Daerah akan mendaftar usaha waijib pajak secara jabatan ; k

(3) Pendaftaran usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pasal lnl
dllakukan sebagal benkut : .

“a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambll
7 mengisi dan menandatangani formulir. pendaftaran yang
- disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah

b Formulir pendaftaran yang telah diisi dan dltandatangam‘
disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan
; melamplrkan ER :

| (1) RekomendaS| Camat setempat
- (2) Fotocopy Surat Izin Usaha (apablla ada)

:(3) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung Jawablpenenma
kuasa dan R

(4) Surat Kuasa (asll) bermateral Rp.6. 000 (enam ribu ruplah)'
apablla pemilik/penanggung jawab berhalangan dan dlsertali -

foto copy KTP pemberl dan penenma kuasa
Pasal 11 | ‘

(1)Berdasarkan keterangan Wajlb pajak dan data yang ada padal :
- formulir . pendaftaran, - Kepala Dlnas Pendapatan Daerah -

menerbltkan v

- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajlb pajak ,
b Surat Penunjukan sebagai Wajib pungut dan
¢ Kartu Nomor Pokok Wajlb Pajak Daerah (NPWPD)

BAB VI

. - PELAPORAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN
S PAJAK DAERAH (SPTPD) :

Pasal 12

‘(1) Wajlbb Pajak. Hlburan melaporkan penghituhgan dan pembayaran'?,
pajak Hlburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD; o
(2) SPTPD diisi dengan jelas lengkap, - dan benar serta

dltandatanganl ‘oleh Wajlb pajak/kuasanya dan disampaikan ke g
- Dinas- Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan‘

benkutnya

(3) Apablla batas waktu penyampalan SPTPD jatuh pada hari llbur :
: waktu penyampalan SPTPD jatuh pada hari kerja sebelumnya




100

Pasal 13

““!?3}'(1) Penyetgfan Pajak selambat—lambatnya tanggal 2}0; »‘bulan_”';r,"'}f“f‘

“ benkutnya

‘ k‘(2) Keterlambatan penyetoran pajak akan dlkenakan sank31 ‘denda’

tambahan sebesar 2% (dua’ persen) perbulan dari Pokok Pajak - o

dan maksnmal keterlambatan selama 15 (I|ma belas) bulan

 §:; (3) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat"
Taglhan Pajak Daerah (STPD) \ _

o (4) Bendahara Pengeluaran pada setlap Satuan Kerja Perangkatf
-~ Daerah Wajlb menyetorkan Pajak Hiburan atas nama Wajib Pajak - -
- dari setlap keglatan 'yang mempergunakan dana APBD ke kas -

S Daerah

. BABVIl
‘MEDIA PEMBAYARAN

Pasal 14

‘l;!‘,,:(‘1‘)':lJumlah pembayaran yang menjadl dasar | pengenaan pajak harus-

tercantum dengan jelas pada. bukti pembayaran yang biasa - - i
disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran invoice

atau buktl pembayaran/penenmaan lalnnya

: (2)B|II kWItanSl faktur pembayaran |nv0|ce atau buktl pembayaran‘ i

" harus mempunyal nomor urut yang. sudah tercetak sebelumnya
_ (printed runnlng number) S v :

'(3) ‘Bentuk dan format kwitansi pembayaran atau bukti pembayaran

- lainnya - mlnlmal memben informasi - nomor‘ bukti, - ‘tanggal . = -

pembayaran uraian  jenis " fasilitas © 'yang ' digunakan, -
~+diskon/potongan penjualan dan Jumlah yang harus dlbayar serta -
o pajak yang dlbayar . v _ e

BAB VIII

S :"PEMBUKUAN DAN TATA CARA PVEMERIKSAAN

Baglan Kesatu
Pembukuan

S Pasal15 »
:'(1)WaJ|b Pajak dlwajlbkan menyelenggarakan pembukuan yang

cukup, ‘sesuai- dengan kaidah' ‘akuntansi dan pembukuan yang .
lazim dalam mencatat penerlmaan dan pengeluaran usaha ;

“‘(2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajlb Pajak o

_ dalam -mengelola usahanya dan sekaligus’ membantu. petugas

‘Dinas  Pendapatan  Daerah dalam melakukan pemblnaan dan ;ii i
pengawasan terhadap omzet usaha Wajib- Pajak‘ yang menjadi -

- dasar pengenaan pajak untuk setlap masa pajak ;

Zg (3) Apabila Wajlb Pajak - tidak dapat menunjukkan pembukuan pada
- “-saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang paJak akan
dltetapkan secara jabatan e : -



‘ Bégian'Kedua' i
. Tata Cara Pemeriksaan

PaSaI'16‘ .

e :'-—5[(1)D|nas Pendapatan Daerah bewvenang melakukan pemenksaan,
-~ untuk - menguiji - kepatuhan Wajlb Pajak dalam menjalankanj‘

kewajlban perpajakan

f‘_(2) Tata cara pemenksaan pajak dan pelaporan hasﬂ pemenksaan ,
~ serta tindak lanjut pemeriksaan pajak d| tuangkan didalam Berita e

Acara hasn Pemenksaan

. f‘:f,f'l*aAB IX
- PENYIDIKAN

Pasal 17

- . '(1) Pejabat Pegawal Negeri Slpl| dlllngkungan Pemenntahan Daerah . ;
' diberi Wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan =
- ‘penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah sebagaimana diatur =

. didalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;

I j(2) Prosedur penyldlkan wewenang’ penyldlk dan tindak Ianjut

penyldlkan mengacu kepada ketentuan yang berIaku

L BABX S
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Baglan Kesatu
\ _Pengawasan :

\ fPésal 18 .

R Pehgawasan ‘adminis'trasi dilakUkah terhédap .
i a. ‘Status’ penyelenggaraan usaha Hlburan

ketentuan yang berlaku

Pasal 19 '

~~.v:;7(1)Set|ap Petugas Dlnas Pendapatan Daerah Wajlb melakukan

pengawasan dllapangan terhadap _ ke
a. PengoperaS|an usaha H|buran termasuk fasmtas Hlburan _
~b. Izin usaha H|buran ' o

7 c Pemungutan dan pembayaran pajak

(2) Pengawasan penyelenggaraan usaha’ sebagalmana dlmaksudr e

pada ayat (1) |n| dllakukan untuk menllal sebaga| benkut

a. Pemlllkan masa berlaku izin; ‘ :

~b. Pembukuan, b||| dan tarif Hlburan dan

c. Kepatuhan pemungutan pembayaran dan pelaporan pajak

"’ (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dlmaksud
-dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas waJ|b ,

melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut

f_‘b Pembayaran, dan penaglhan pajak yang terutang sesua| dengan S



7(4) Apablla dalam melakukan pengusutan sebagalmana dlmaksud

‘pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut
dipakai - sebagai dasar untuk : menerbltkan SKPDKB

Bag|an Kedua
Penertlban

Pasal 20

i “,,(1) Penertlban usaha Hlburan dllakukan terhadap

Cora. Penyalahgunaan |2|n yang dlbenkan

'“;'Habls masa berlaku izin; ‘ ,

-.,Keglatan yang tldak sesual dengan |zm usaha
.:"}PengoperaSIan fasmtas yang tldak sesual dengan perlzman

' SD, Q—‘V.‘,’ P',*A

‘Wajlb PaJak tidak melakukan pemungutan dan penyetorann,ff_“,ﬁ
pajakdaerah ' ‘ : -

f Wajib Pajak melakukan pungutan pajak tetapl tidak melakukan

penyetoran baik - seluruh - atau ~sebagian ke Bendahara: .-

" Penerimaan Dinas Pendapatan - Daerah atau Pembantu
Bendahara Penenmaan dl Kecamatan ] :

Pasal 21

;’ (1) Penerhban terhadap usaha Hlburan sebagalmana dlmaksud dalam 8 o

- .pasal 20 ayat (1) dllaksanakan dalam bentuk penyegelan dan
penutupan usaha « _ : , ‘ &

(2) Sebelum dllaksanakan tlndakan penyegelan terhadap usaha "

~Hiburan, waijib pajak terlebih dahulu dlbenkan ‘surat teguran (1 Il

) oleh Bupatl atau Pejabat yang dltunjuk

 (3)Surat teguran sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlSlapkan oleh e

‘ |nstanS| terkalt

e Vy(4) Penyegelan terhadap usaha Hlburan dnlakukan apablla

o ar Wajlb Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus"fff sl
 izin atau’ memperpanjang izin usaha Hiburan yang telah -

| ;berakhlr masa berlakunya dalam Jangka waktu yang dltetapkan E
~ dalam surat teguran _ , .

e b.fi':Waij Pajak secara tegas tldak melakukan pemungutan pajak :4
~ dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke -

. kas Daerah seluruhnya dan / atau sebaglan

ql.*vaajlb ‘Pajak tidak  melaksanakan - kewajlban' untuk
""‘:'menyesualkan perubahan fasilitas yang dlopera3|kan dengan

izin 'yang dlbenkan dalam Jangka waktu yang dltetapkan dalam .
 surat teguran ;. - R

’ (5) Penyegelan dlSlapkan atas nama Bupatl atau pejabat yang

' d|tunjuk dan dllaksanakan oleh lnstanSI lnstanS| yang terkalt



Pasal 22 B
- Usaha Hlburan yang telah dlsegel Penye|enggara masm dlbenkan S
~kesempatan untuk : : EE _ .

,} a. Mengurus izin atau memperpanjang |2|n yang telah berakhlr masa
‘ beﬂakunya e B :

* b. ‘Menyesuaikan perubahan fas:lltas yang dlopera3|kan dengan lzm, ‘ P
- yang telah dlbenkan = : .

¢. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesual :
: ,dengan ketentuan berlaku ' , . FRE

Pasal 23

(1)Apablla penyelenggara usaha Hlburan tetap tldak melaksanakan

ketentuan ‘sebagaimana dimaksud, maka - usaha Hlburan akan' o

disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B -(2) Penyltaan usaha H|buran d| blayal Anggaran Pendapatan Belanja : o

Daerah

(3) Peny:taan usaha Hlburan harus berdasarkan Surat Penntah Bupatlv <
~atau Pejabat yang dltunjuk : : B ;

R BAB X :
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

"»Hal hal yang belum cukup dlatur dalam peraturan |m sepanjang mengenal‘ o

teknis pelaksanaan. pemungutan akan di atur Ieblh Ianjut dalam peraturanf_j S

Ry tersendm '

,‘BABXH
PENUTUP

e , Pasal 22 A ; s
‘Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal 1 Januan 2012

S Agar setlap orang mengetahu: memermtahkan pengundangan Peraturan
Lo Bupatl ini dalam Benta Daerah Kabupaten Bengkalls R :

Dltetapkan d| Bengkalls

;!

Diundangkan di Bengkalis =
~padatanggal 12 apmiL 2012 . o
o SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS_
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